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KEMENKES. Rumah Sakit. Klasifikasi. Perizinan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG

KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

1.

bahwa penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang
profesional dan bertanggung jawab dibutuhkan dalam
mendukung upaya kesehatan dalam  rangkaian
pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan
terpadu;

bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun
2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan
hukum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 28
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KLASIFIKASI
DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT.

BAB
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat
inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau
Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS
adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga
OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota kepada pemilik dan pengelola Rumah
Sakit melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang
selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga
pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman
modal.

Izin Mendirikan Rumah Sakit yang selanjutnya disebut
Izin Mendirikan adalah izin usaha yang diterbitkan oleh
Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota setelah pemilik Rumah Sakit
melakukan pendaftaran sampai sebelum pelaksanaan
pelayanan kesehatan dengan memenuhi persyaratan

dan/atau komitmen.
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5. Izin Operasional Rumah Sakit yang selanjutnya disebut
Izin Operasional adalah izin komersial atau operasional
yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama
menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pemilik
Rumah Sakit mendapatkan Izin Mendirikan.

6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

8. Kementerian Kesehatan adalah kementerian yang
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kesehatan.

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada
Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung

jawabnya di bidang pelayanan kesehatan.

Pasal 2
Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, atau swasta.

Pasal 3
Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang
bertugas di bidang kesehatan, atau Instansi tertentu dengan
pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan
Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Pasal 4

Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 harus berbentuk badan hukum
yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang
perumahsakitan.
Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. badan hukum yang bersifat nirlaba; dan
b. badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk

perseroan terbatas atau persero,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi Rumah Sakit yang diselenggarakan

oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.

BAB II
BENTUK DAN JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 5
Rumah Sakit dapat berbentuk Rumah Sakit statis,
Rumah Sakit bergerak, atau Rumah Sakit lapangan.
Rumah Sakit statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Rumah Sakit yang didirikan di suatu lokasi
dan bersifat permanen untuk jangka waktu lama dalam
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat
inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan.
Rumah Sakit bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan Rumah Sakit yang siap guna dan bersifat
sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat
dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain.
Rumah Sakit bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) dapat berbentuk bus, pesawat, kapal laut, karavan,
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